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 vii

INTISARI 
 

 
Keberadan wedi kengser di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain: 
terdapatnya ketidakpastian pemilikan hak atas tanah wedi kengser, 
ketidakteraturan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan wedi 
kengser, serta terganggunya kelestarian fungsi lingkungan. Berdasarkan 
hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai wedi kengser 
dengan fokus pembahasan ditinjau dari kemungkinan pemberian hak atas 
tanah di atas wedi kengser, penatagunaan wedi kengser serta koordinasi 
dalam pengelolaan wedi kengser. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah penarikan sampel 
bertujuan (purposive sampling). Sampel yang diteliti meliputi lokasi wedi 
kengser dan pihak yang mengusahakan wedi kengser. Data yang 
dihimpun adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui pengamatan, wawancara, sementara data sekunder diperoleh dari 
studi dokumen. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan 
dituangkan dalam bentuk deskriptif untuk dapat menjawab pertanyaan 
penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terhadap wedi 
kengser dapat diberi hak atas tanah karena hal tersebut dimungkinkan 
oleh peraturan perundang-undangan dan keadaan fisik wedi kengser yang 
sudah stabil. Peraturan yang memungkinkan diberikannya hak atas tanah 
di atas wedi kengser adalah PP Nomor 16 Tahun 2004, Keppres Nomor 
32 Tahun 1990, dan RTRW Kabupaten/Kota. Sementara kestabilan fisik 
wedi kengser dibagi menjadi dua golongan, yaitu Golongan A dan 
Golongan B. Pemberian hak atas tanah dapat diberikan pada wedi 
kengser Golongan A. Kedua, penatagunaan wedi kengser telah 
dilaksanakan oleh kantor pertanahan dan instansi terkait antara lain 
melalui: (1) penetapan ketentuan pemanfaatan wedi kengser yang 
diberlakukan pada pemanfaatan wedi kengser berupa permukiman, (2) 
inventarisasi wedi kengser yang dilakukan pada wedi kengser berupa 
Tanah Kas Desa, (3) penertiban penguasaan dan penggunaan wedi 
kengser yang dilaksanakan pada wedi kengser yang penggunaannya 
tidak sesuai dengan rencana penggunaan awal, (4) pembangunan 
rusunawa yang bertujuan untuk menata penguasaan dan pemanfaatan 
wedi kengser di perkotaan, (5) penegasan batas daerah. Ketiga, 
koordinasi pengelolaan wedi kengser hanya dilaksanakan oleh Kantor 
Pertanahan dan Dinas Kimpraswil. Namun, koordinasi tersebut hanya 
sebatas pemberian usulan pemanfaatan wedi kengser. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Arus sungai yang mengalir seringkali membawa material dari 

hulu sekaligus menyebabkan terjadinya pengikisan di sekitar sungai 

sepanjang alirannya. Material hasil bawaan dan pengikisan tersebut 

selanjutnya ikut terbawa bersama aliran sungai kemudian tertahan dan 

mengendap, sehingga menyebabkan pendangkalan di suatu tempat di 

sekitar sungai. Akibat pengendapan dan pendangkalan secara terus 

menerus, pada areal sungai timbul endapan yang sudah nyaris 

menjadi daratan. Endapan tersebut biasa disebut dengan tanah timbul. 

 Dalam kuantitas yang besar, material yang mengendap 

tersebut dapat membentuk daratan (tanah timbul) yang cukup luas 

serta dapat dimanfaatkan. Contohnya dapat ditemukan di Kabupaten 

Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Pada daerah ini terdapat tanah timbul 

seluas 25 (dua puluh lima) hektar yang telah dimanfaatkan masyarakat 

sebagai areal untuk bercocok tanam (www.kr.co.id tanggal 26 

Nopember 2008).  

  Keberadaan tanah timbul tidak selamanya mendatangkan 

manfaat bagi masyarakat. Apabila tidak dikelola secara tepat dan 

bijaksana, maka tanah timbul dapat menyebabkan permasalahan yang 

sangat serius. Terhadap hal tersebut I Made Sandy (1982: 2) 
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berpendapat bahwa permasalahan yang timbul di masyarakat karena 

masyarakat mengganggap tanah timbul yang baru berasal dari 

pengikisan tanah lain di sepanjang sungai, sehingga tanah timbul 

tersebut merupakan milik masyarakat yang tanahnya terkikis. Selain 

itu timbul juga masalah hukum mengenai siapa yang berhak 

mengelola tanah timbul tersebut. Berdasarkan hal itu, maka jika tidak 

dapat ditangani secara bijaksana, keadaan tersebut justru dapat 

mengakibatkan masalah di tengah masyarakat.  

  Secara umum permasalahan tanah timbul dapat dibagi menjadi 

dua bentuk, yaitu permasalahan yang diakibatkan karena keberadaan 

tanah timbul serta permasalahan yang diakibatkan karena 

pemanfaatan tanah timbul. Contoh permasalahan yang diakibatkan 

karena keberadaan tanah timbul seperti terjadinya perubahan luas 

tanah serta perubahan batas administrasi. Sementara permasalahan 

yang diakibatkan karena pemanfaatan tanah timbul antara lain yaitu: 

kurang tergalinya potensi daerah dari sisi perpajakan, ketidakpastian 

pemilikan hak atas tanah dan terganggunya kelestarian fungsi 

lingkungan. Berikut akan diuraikan penjelasan mengenai 

permasalahan di atas. 

 Permasalahan yang berhubungan dengan terjadinya 

perubahan luas tanah dikarenakan munculnya tanah timbul di suatu 

tempat akan berpengaruh terhadap luas tanah tersebut. Hal ini 

mungkin akan memberi keuntungan kepada pemilik tanah karena luas 



 
 

3

tanahnya bertambah, namun keadaan ini akan berpengaruh kepada 

surat bukti pemilikan yang dimiliki pemilik tanah karena akan ditemui 

ketidaksesuaian data fisik tanah dalam surat bukti dengan 

kenyataannya di lapangan (Djoko Walijatun,  2008: 68). 

  Tanah timbul dikatakan dapat menyebabkan perubahan batas 

administrasi berkaitan dengan proses terjadinya. Endapan tanah 

timbul dapat berasal dari abrasi di sisi lain sepanjang sungai. Abrasi 

dan tanah timbul ini mengakibatkan pengurangan dan penambahan 

luas tanah. Pengurangan dan penambahan luas tanah ini yang 

menimbulkan masalah perubahan batas administrasi. Contohnya 

perubahan batas wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat yang dibatasi 

oleh Sungai Cisanggarung (Djoko Walijatun, 2008: 68).  

  Permasalahan yang diakibatkan karena pemanfaatan berkaitan 

dengan ketidakpastian pemilikan hak atas tanah timbul. Hal ini terjadi 

karena masyarakat yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah 

timbul belum mempunyai alat bukti kepemilikan yang legal berupa 

sertipikat. Masyarakat masih menganggap tanah timbul masih belum 

tetap, artinya sewaktu-waktu tanah timbul tersebut bisa hilang 

(www.radarsemarang.com tanggal 28 Nopember 2008).  

 Tanah timbul dikatakan dapat menyebabkan kurang tergalinya 

potensi daerah dari sisi perpajakan disebabkan karena Direktorat 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (BPHTB) belum menerima PBB atas tanah timbul, 
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meskipun sudah terdapat pemanfaatan tanah timbul oleh masyarakat. 

Hal ini dapat menyebabkan potensi daerah dari sisi perpajakan kurang 

tergali (Wibowo dalam www.digilib.itb.ac.id tanggal 28 Nopember 

2008). 

 Kaitan antara tanah timbul dengan kelestarian fungsi lingkungan 

dapat dilihat pada kelestarian hutan mangrove yang terganggu. 

Dikatakan demikian karena daratan-daratan di kawasan pantai 

bergerak secara labil dan tidak terduga. Pergeseran ini dapat 

diakibatkan oleh adanya tanah longsor atau adanya tanah timbul 

akibat sedimentasi seperti yang terjadi di Pantai Utara Jakarta dan 

hutan mangrove Cilacap yang dimanfaatkan oleh masyarakat 

(www.dephut.go.id tanggal 25 Nopember 2008). 

 Meskipun masyarakat dapat memanfaatkan tanah timbul bukan 

berarti telah terhindar dari masalah-masalah seperti yang disampaikan 

sebelumnya. Contohnya dapat ditemukan pada masyarakat yang 

memanfaatkan tanah timbul di sepanjang Kali Code dan Gajah Wong 

di Provinsi D.I. Yogyakarta. Surat Kabar Harian Kompas tanggal 12 

Januari 2005 memberitakan lebih dari 400 warga yang tinggal di 

sepanjang Sungai Code dan Gajah Wong, melalui Tim Komunitas 

Pinggiran Sungai mendesak Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta agar 

merealisasikan pembuatan sertipikat tanah bagi warga. Warga yang 

belum memperoleh sertipikat hak atas tanah atas tanah timbul 

tersebut, diantaranya bertempat tinggal di Kelurahan Cokrodiningratan 
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sebanyak 31 kepala keluarga (KK), Desa Sinduadi (109 KK), 

Kelurahan Serangan  (15 KK), dan Kelurahan Gampingan (30 KK). 

Bentuk permasalahan semakin kompleks karena untuk tanah timbul 

tersebut belum dapat diterbitkan bukti pemilikan hak atas tanahnya, 

padahal jumlah masyarakat yang memanfaatkan tanah timbul cukup 

banyak. Hal ini menimbulkan keresahan warga atas status kepemilikan 

tanahnya. 

 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 5 (lima) 

daerah kabupaten/kota, yaitu: Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon 

Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota 

Yogyakarta. Pada provinsi ini terdapat banyak sungai serta sumber 

mata air yang airnya mengalir ke sungai-sungai utama seperti Sungai 

Boyong, Kuning, Gendol, dan Krasak. Sistem sungai di daerah 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pola radial paralel 

yang terbagi dalam 2 (dua) subsistem yaitu subsistem Sungai Progo 

dan subsistem Sungai Opak. Curah hujan yang tinggi, serta sifat tanah 

yang permeabel (dapat ditembus air) menyebabkan aliran dasar (base 

flow) pada ke dua sungai tersebut cukup besar (RPJM 2005-2010 

Kabupaten Sleman). Hal ini merupakan salah satu penyebab 

munculnya tanah timbul. Berdasarkan keadaan tersebut maka 

permasalahan yang disebabkan oleh tanah timbul seperti yang telah 

diuraikan di atas juga dapat ditemukan di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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 Perubahan batas administrasi terjadi di wilayah Kabupaten 

Sleman. Perubahan disebabkan abrasi sungai pada bagian 

perbatasan kedua wilayah. Akibatnya, luas daratan untuk Provinsi 

Yogyakarta menyusut. Setidaknya terdapat 213 titik batas wilayah 

Jawa Tengah-Yogyakarta yang mengalami perubahan akibat abrasi 

sungai. Yang paling mencolok, pergeseran batas wilayah antara 

Kabupaten Sleman dengan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah 

yang dipisahkan Sungai Krasak (www.tempointeraktif.com tanggal 28 

Nopember 2008). Perubahan batas administrasi ini dapat 

mengakibatkan ketidakpastian pengadministrasian di daerah tersebut. 

Implikasi lain dari munculnya tanah timbul di pinggiran sungai 

menyebabkan timbulnya pemanfaatan tanah oleh masyarakat sekitar 

sungai. Pemanfaatan tersebut selain dapat memberikan keuntungan, 

juga dapat menimbulkan masalah. Contohnya dapat ditemukan  pada 

pemanfaatan tanah timbul aliran Sungai Bedog di Kabupaten Sleman 

yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat. Tanah timbul 

oleh Pemerintah Desa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan 

tempat pembuangan sampah. Sementara oleh masyarakat, tanah 

timbul dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian yaitu sawah dan 

kolam. Pemanfaatan masyarakat atas areal ini belum didukung oleh 

bukti penguasaan dan pemilikan yang legal. Hal ini dapat 

menimbulkan ketidakpastian dalam hal penguasaan dan pemilikan 

tanah timbul.  
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Pendapatan daerah dari sisi perpajakan juga kurang tergali. 

Hal ini disebabkan masyarakat yang telah memanfaatkan tanah timbul 

belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada 

pemerintah karena masyarakat masih mengganggap tanah timbul ini 

belum tetap, yang sewaktu-waktu tanah tersebut bisa hilang. Hal 

tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 

tentang Pajak Bumi Dan Bangunan. Pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dinyatakan bahwa orang atau 

badan hukum yang telah memperoleh manfaat atas bumi merupakan 

subyek pajak dan wajib untuk membayar pajak. Dengan demikian 

maka kuat indikasi bahwa masyarakat yang memanfaatkan tanah 

timbul di aliran Sungai Bedog merupakan subyek pajak dan wajib 

membayar pajak.  

Pada Kabupaten Kulon Progo, tanah timbul di aliran Sungai 

Progo dimanfaatkan masyarakat sebagai areal pertanian berupa 

kebun campuran. Sebagian besar masyarakat yang menguasai tanah 

timbul juga belum mempunyai alat bukti penguasaan yang legal. 

Alasan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya hampir sama dengan 

masyarakat di Kabupaten Sleman, yaitu masyarakat menganggap 

tanah tersebut sewaktu-waktu masih bisa hilang. Dengan tidak adanya 

alat bukti penguasaan dan pemilikan yang legal akan menyebabkan 

ketidak pastian penguasaan dan pemilikan tanah timbul oleh 

masyarakat di daerah ini. 
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 Masalah pengusahaan tanah timbul yang menyebabkan 

terganggunya kelestarian fungsi lingkungan dapat ditemukan pada 

daerah aliran Sungai Progo di Kabupaten Bantul. Pasal 6 ayat (1) 

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (untuk selanjutnya disebut dengan UUPLH) menyatakan bahwa 

setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan 

hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan 

perusakan. Dari ketentuan di atas jelas bahwa masyarakat yang 

memanfaatkan tanah timbul di aliran Sungai Progo wajib menjaga 

kelestarian fungsi lingkungan hidup, namun dalam pelaksanaannya 

masyarakat kurang memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. 

 Terganggunya kelestarian fungsi lingkungan disebabkan 

karena tanah timbul di aliran Sungai Progo diusahakan masyarakat 

sebagai penambangan pasir. Penambangan ini memberi dampak bagi 

kelestarian fungsi lingkungan, diantaranya penurunan permukaan air 

sungai yang mengakibatkan banyak saluran irigasi tidak teraliri. 

Akibatnya lahan pertanian di beberapa tempat menjadi kering. Apabila 

kekeringan lahan pertanian ini terjadi dalam jangka waktu yang 

panjang, maka dapat mengakibatkan penurunan produktivitas pangan, 

berkurangnya kesuburan tanah dan peningkatan luas lahan kritis 

(www.bantulkab.go.id tanggal 12 Desember 2008).  
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Secara ringkas permasalahan serta akibat yang ditimbulkan 

oleh  keberadaan dan pengusahaan tanah timbul di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dapat dilihat dari tabel berikut. 

 Tabel 1.  Permasalahan Tanah timbul 

Permasalahan Akibat 

1. Perubahan alur sungai. 
 
2. Masyarakat belum membayar 

pajak. 
3. Dimanfaatkan sebagai areal 

penambangan pasir. 
 
4. Penguasaan dan pemilikan 

belum disertai alat bukti yang 
legal. 

1.Berubahnya kenampakan batas 
administratif. 

2.Potensi daerah dari sisi 
perpajakan belum tergali. 

3.Terganggunya kelestarian 
fungsi lingkungan, 
ketidakteraturan pemanfaatan. 

4. Ketidakpastian pemilikan. 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu bentuk pengelolaan 

tanah timbul yang bijaksana, antara lain dalam pengelolaan dapat 

memberi kesejahteraan pada masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan. Bentuk pengelolaan ini 

diperlukan karena mengingat di Indonesia terdapat banyak sungai. 

Selain itu, keberadaan tanah timbul juga telah ditemukan sejak dulu 

dan sudah merupakan dari kehidupan sebagian masyarakat 

Indonesia. Misalnya di daerah Jawa Timur, keberadaan tanah timbul 

biasa disebut dengan istilah tanah oloran  (www.fhunisma.ac.id 

tanggal 8 Pebruari 2009), di Sumatera Selatan disebut dengan ekor 

tanah (Ter Haar, 1991: 70), dan oleh masyarakat Provinsi DIY tanah 

timbul biasa disebut dengan istilah wedi kengser (I Made Sandy, 1995: 

2). Dengan menggunakan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
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sebagai parameter bentuk masalah tanah timbul di Indonesia, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGELOLAAN WEDI KENGSER DI PROVINSI DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA” 

1. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah 

dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian berikut  ini. 

a. Apakah dimungkinkan pemberian hak atas tanah bagi 

masyarakat yang menguasai wedi kengser? 

b. Apakah upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dan 

instansi lain untuk melaksanakan penatagunaan wedi kengser 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 

c. Bagaimana bentuk koordinasi antara kantor pertanahan 

dengan instansi lain dalam pengelolaan wedi kengser di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? 
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2. Manfaat yang Diharapkan 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam 

pemberian hak atas tanah di atas wedi kengser; 

b. menambah pengetahuan mengenai upaya yang dilakukan 

kantor pertanahan dan instansi lain untuk melakukan 

penatagunaan wedi kengser; 

c. terciptanya koordinasi yang baik antara antara kantor 

pertanahan dengan instansi lain dalam pengelolaan wedi 

kengser. 

 
B. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan: 

1. kemungkinan pemberian hak atas tanah di atas wedi kengser di 

Provinsi D.I Yogyakarta; 

2. upaya yang dilakukan oleh kantor pertanahan dan instansi lain 

untuk melakukan penatagunaan wedi kengser di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta; 

3. bentuk koordinasi antara kantor pertanahan dengan instansi lain 

dalam pengelolaan wedi kengser di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
A. Kesimpulan 

1. Pemberian hak atas tanah di atas wedi kengser dimungkinkan 

karena hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang-

undangan dan wedi kengser dalam keadaan yang stabil. 

2. Penatagunaan wedi kengser di Provinsi DIY dilakukan melalui: 

inventarisasi wedi kengser, penentuan pemanfaatan wedi 

kengser,  penataan penguasaan dan penggunaan wedi kengser, 

pembangunan rusunawa, pemanfaatan wedi kengser dan 

penegasan batas daerah. 

3. Koordinasi pengelolaan wedi kengser secara nyata hanya 

dilakukan antara Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan 

Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta dalam hal pemberian hak atas 

tanah di atas wedi kengser. 

B. Saran 

1. Pada pemberian hak atas tanah di atas wedi kengser sebaiknya 

sekaligus dengan kegiatan penataan bidang tanah. 

2. Penatagunaan wedi kengser, khususnya daerah perkotaan 

dilakukan melalui konsolidasi tanah vertikal karena selain 

terpenuhinya permukiman masyarakat, juga akan diperoleh 
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kejelasan status hak atas tanah masyarakat yang memanfaatkan 

wedi kengser. Sementara terhadap wedi kengser yang terletak di 

daerah perdesaan dijadikan sebagai kawasan konservasi. 

3. Koordinasi pengelolaan wedi kengser perlu lebih dioptimalkan 

melalui kerjasama dalam pemanfaatan dengan instansi terkait 

pada setiap kabupaten/kota. Hal ini dianggap perlu karena 

pengelolaan wedi kengser berkaitan dengan pengelolaan daerah 

aliran sungai yang merupakan suatu keutuhan pengelolaan 

dimulai dari hulu hingga hilir. 
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